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ABSTRACT : PERDA IMPLEMENTATION OF THE NUMBER 08 IN 2012 IN THE
DISTRICT BUSINESS SERVICESLEVY KAMPAR (Levy Case Study Plantation
Subsidized In the District of Kampar)

The Governance of autonomy is a very precise answelriving the process of
implementation of the Government and democraticelbgpment. With the granting of
regional autonomy granted by the Central Governrteatregion that all aim to promote and
educate the general welfare of the Nation, the Gowent needs to implement the division of
tasks, so that the country can be achieved obgsciiv an optimal way that is efficient and
effective. One of the government programs in thengar district is especially plantation
program subsidized distribution of oil palm seeghirto the community. In carrying out the
program of subsidized distribution of oil palm se®gk set in Regulation No.. 08 Year 2012
on service levies Plantation, Plantation Office emithe authority of Kampar district.

With the passage of the function and role of thiates Department officials to create order
and clarity to the people who are in their enviremin What is the procedure of withdrawal
and levy payments and subsidized the purchasd pabn seedlings , in Regulation No. 08
of 2012 levy is included into the Levy Productioalés Daerah.Namun there are several
determinants implementation of the Implementati@gi®ation No. 08 of 2012 by Edward
lll , namely : communication is the delivery of mopolicy making to the implementing
agency policies and service levies Plantation cbesi information delivered , is crucial
communication success in achieving the goal of em@ntation is the availability of
resources to implement a Resource policy is onmifabat should always be considered .
Resources mentioned is sufficient staff , inform@ti authority and facilities that support the
implementation of the course of collection serviegies Plantation in Kampar district .
Attitude/position that is related to the implemeiatia of the decision showed a positive
attitude towards the decision / policy and know ithey are doing and have the capacity
and made them commit berkonsisten in running andloimg discriminative policies against
society. Bureaucratic structure is in this caseceamng the ability of structures to enable the
policies that have been made and suggests coaperEtimany people and is on the run in
accordance with the normative values containeterpolicy.
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Prinsip Otonomi yang diatur dalam Undang-undang dloB2 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah adalah Otonomi nyata dan egdag jawab. Otonomi nyata adalah
keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewemdPgaerintahan di bidang tertentu
yang secara nyata ada dan diperlukan serta turhimip dan berkembang di Daerah.

Tujuan utama dibentuknya Pemerintah adalah untuijaga suatu system ketertiban
dalam mana masyarakat bisa menjalani kehiduparrasecajar. Oleh karena itu secara
umum, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakuprtijuiang pelayanan yaitu : menjamin
keamanan, memelihara ketertiban, menjamin ditetapka perlakuan yang adil, melakukan
pekerjaan umum, melakukan upaya-upaya untuk mratkgk kesejahteraan sosial,



menerapkan kebijakan ekonomi dan menerapkan kelpijaktuk pemeliharaan sumber daya
dalam dan lingkungannya.

Pengembangan dan pembangunan Otonomi Daerah telam d&erangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk Imeelkan kewenangan-kewenangan
yang lebih luas pada Pemerintah Daerah yang laggberhubungan dengan Masyarakat
untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipif masyarakat terhadap pelaksanaan
pembangunan disegala bidang di Daerah khususnypundlasional pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten Kampar memilih salah satuanrysng bakal dilaksanakan
yaitu di bidang usaha Perkebunan. Dimana Pemeribgshlasan karena mengingat luas
lahan perkebunan yang produktif di Kabupaten Kangigaagan jumlah keseluruhan 418.264
Ha, sebagian dikelola oleh pihak swasta yaitu I2Z5Ha, sebagian perkebunan besar Negara
yaitu 33.915 Ha. Sementara yang lain di kelola yakkeluas 259.173 Ha.

Strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit alianya adalah integrasi vertikal
dan horisontal perkebunan kelapa sawit dalam rangiaingkatan ketahanan pangan
masyarakat, pengembangan usaha pengolahan kelapalispedesaan, menerapkan inovasi
teknologi dan kelembagaan dalam rangka pemanfastamber daya perkebunan, dan
pengembangan pasar. Strategi tersebut didukungadgrenyediaan infrastruktur (sarana dan
prasarana) dan kebijakan Pemerintah yang kondusifkupeningkatan agrobisnis Kelapa
sawit. Implementasinya, strategi pengembangan iagrsbkelapa sawit didukung dengan
program-program yang komprehensif dari berbagaelaspanajemen, yaitu perencanaan,
pelaksanaan (perbenihan, budidaya dan pemelihaemgolahan hasil, pengembangan
usaha, dan pemberdayaan masyarakat) hingga evaluasi

Salah satu sentra perkebunan di Provinsi Riau lddabupaten Kampar.
Pembangunan perkebunan rakyat dilaksanakan mebalbéerapa pola, antara lain pola
swadaya, pola PIR-BUN, KKPA dan Trans-PIR sumberad@erbankan. Pada tahun 2011,
tercatat 353.792 Ha luas lahan perkebunan kelapét st Kabupaten Kampar dengan
produksi CPO 1.273.944 ton. Produksi CPO Kabup&@mpar merupakan produksi CPO
tertinggi bila dibandingkan dengan produksi CPOgphkdputaten lainnya di provinsi Riau
(BPS Provinsi Riau, 2012).

Melalui jumlah jasa usaha yang terdapat di Kalempdafampar menjadi potensi
dalam pengembangan pendapatan asli daerah. Lekiat setribusi daerah khususnya dari
retribusi jasa usaha hal tersebut dapat terealiasena berdasarkan data 5 (lima) tahun
terakhir, penerimaan retribusi jasa usaha menjaldihssatu penyumbang terbesar kepada
penerimaan retribusi daerah selain retribusi jasam dan retribusi perizinan tertentu.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar sebagai salahsafian kerja Pemerintah
Daerah semakin dituntut untuk berperan aktif dafaemajukan pembangunan di Bidang
Perkebunan di Kabupaten Kampar. Dengan upaya uméumkajukan Sub Sektor Perkebunan
ke depan semakin kompleks mana kala otonomi Dagra@ menuntut kemandirian Daerah
untuk semakin kreatif dan Inovatif dalam menjawaimsga tantangan, gambaran ini harus
dijadikan peluang untuk pencapaian tujuan dalangkanpelaksanaan tugas dan fungsi
sebagai amanah yang akan diemban demi tersaludparasi masyarakat dan terwujudnya
masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan apa telah diamanatkan oleh UUD
1945.

Penyaluran bibit Kelapa Sawit bersubsidi inilahgyaesungguhnya dituangkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan
Kabupaten Kampar memberlakukan Retribusi Jasa Ukepada setiap masyarakat yang
telah melaksanakan program tersebut, tekait depganbelian bibit Kelapa Sawit bersubsidi.



Perumusan Masalah

Beberapa kendala dari kebijakan yang telah ditetaptédeh Pemerintah hal ini
ditandai dengan kurangnya partisipasi masyaraki@nd@elaksanaan Peraturan ini, masih
kurangnya informasi dan pendokumentasian hasilptases kebijakan di lapangan, masih
lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Pemeridtahaparat yang terkait dengan Sasaran
Retribusi.

Sebagian masyarakat sulit mendapatkan catatan datumentasi tentang
pengelolaan Retribusi Jasa Usaha Perkebunan ehar@snya catatan dan dokumentasi ini
disusun dalam bentuk laporan, yang harus dibuaraesederhana yang dilakukan secara
berkala. Disamping itu kurangnya pengawasan darap&uan oleh pihak terkait terhadap
pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2012 tentangbR&trdasa Usaha Perkebunan
dilapangan. Kekurangan sarana dan prasarana daftyag®g memiliki keterampilan yang
memadai dan mengerti tentang kebijakan juga merfgktior penghambat pelaksanaan
kebijakan ini.

Tujuan dan Kegunaan Pendlitian
1. Tujuan Pendlitian :

a. Untuk mengetahui Implemetasi Perda Nomor 08 Tali? Zentang Retribusi
Jasa Usaha di Kabupaten Kampar (Studi kasus Reitdlaga Usaha Perkebunan
Bersubsidi di Kecamatan Kampar).

2. Kegunaan Pendlitian :

Adapun yang enjadi kegunaan peneletian ini adalah ;

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetdiagi penulis serta
bagi perkembangan dan ilmu pengetahuan. Selaiseibagai bahanlatihan
bagi penulis dalam karya ilmiah dan penerapan g penulis peroleh
semasa kuliah dan sumber informasi bagi para peaitdacsusnya mengenai
studi implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan gearalpola pikir dinamis
dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mghkeera ilmu
Administrasi Negara yang diperoleh selama banghkiatixu
b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu, membertkanbahan masukan
dan bahan kepustakaan kepada pihak-pihak terkaibdhan perbandingan
bagi Peneliti-peneliti selanjutnya.

Menurut Edward (2003:8) dalam suatu implementasi ada beberapa faktor yang
mempengaruhi dalam implementasi yaitu :

1. Komunikasi
Dalam hal ini adalah sejauh mana kebijakan yangtsadia tersosialisasi dengan baik
melalui teknik-teknik komunikasi yang efektif yaitkomunikasi secara akurat,
kebijakan yang mesti jelas dan konsisten dalam mainblan memutuskan suatu
kebijakan. Komunikasi menuriEdward dalam Sujianto adalah Komunikasi yang
bersifat vertikal, jadi Komunikasi yang dimaksud ropakan pengiriman dan
penyampaian Perintah-perintah dan arahan-arahan iafarmasi yang bertujuan
menghasilkan dampak, yang bersifat kognisi maugeksa Hubungan komunikasi
dengan implementasi kebijakan tidak hanya dilihatri dancar atau tidaknya
pengiriman atau penyampaian perintah dan arahakgsiaan kebijakan dari pembuat
kebijakan.



2. Sumber Daya Manusia
Dalam hal ini sejauh mana tersedianya sumber-sunypag mencukupi dalam
melaksanakan kebijakan seperti Sumber Daya Manysiy bertanggung jawab,
kebijakan yang dibuat secara relevan dan efeldsilifas, peralatan/bangunan yang
memadai.

3. Sikap/Diposis
Dalam hal ini apakah pelaksanaan maupun pihak yargit dengan keputusan
menunjukkan sikap yang positif terhadap keputusdijkkan dan tahu dengan apa
yang dikerjakan dan mempunyai kapasitas yang dibiaataranya berkomitmen dan
berkonsisten dalam menjalankan kebijakan dan tdellekukan deskriminatif terhadap
masyarakat. Dalam Implementasi kebijakan, jika ringerhasil secara efeltif dan
efisien, para implementor tidak hanya harus mehgetapa yang harus mereka
lakukan dan mempunyai kemampuan untuk inplemerkekijakan tersebut, tetapi
mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengmnepi@asikan kebijakan
tersebut.

4. Struktur Birokrasi
Dalam hal ini menyangkut dengan kemampuan Strukinotuk memfungsikan
kebijakan yang sudah dibuat dan mengisyaratkam lsamna banyak orang dan apakah
di jalankan sesuai dengan nilai-nilai normatif yaegkandung di dalam kebijakan.
Dengan kata lain, Birokrasi merupakan salah satlamayang paling sering bahkan
secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.

METODOLOGI PENELITIAN
1. Lokas Penelitian

Dilakukan di Dinas Perkebunan Kabupaten KamparyiRso Riau guna melihat
sejauh mana Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2&itang Retribusi Jasa Usaha
Perkebunan, apakah terlaksana dengan baik daiif ef@kt malah sebaliknya.

Pertimbangan Peneliti dalam memilih penelitian akalsi ini karena di Kabupaten
Kampar terdapat banyak areal Perkebunan yang metaeg@ong luas namun berdasarkan
informasi di lapangan bahwa Retribusi Jasa UsahltiePenan ini masih tidak berjalan
dengan semestinya, dan sikap kurang profesiongdaya Petugas dari Dinas Perkebunan
yang berada di Lapangan untuk melakukan Sosialisedd arena.

2. JenisPendlitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitagifighn metode deskriptif, Peneliti
berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai denggmtken yang ada tanpa melakukan
intervensi terhadap kondisi yang terjadi.

3. Informan

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan petafi adalah Sekretaris, Kepala
Bidang, Seksi Konservasi Lahan dan Pengendaliaarge Pengganggu Tanaman, Kepala
UPT, Dan Petugas teknis Operasional, dan wajrttesi.

4. JenisDan Sumber Data
a. Data Primer, yaitu :
Merupakan data pokok dalam penelitian ini, yangeifeh langsung dari tanggapan
Wajib Retribusi Jasa Usaha dan pelaksana kebijaraadap Implementasi Perda Nomor 08
Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabopatenpar (Studi Kasus Retribusi
Usaha Perkebunan Bersubsidi di Kecamatan Kampag)alum hasil wawancara dengan
Informan terkait.



b. Data Sekunder, yaitu :

Merupaka data-data pendukung yang meliputi Pemapeaaturan, kebijakan,
program-program yang telah dijalankan sehubungagate Implementasi Perda Nomor 08
Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha PerkeldinKabupaten Kampar, serta Data
mengenai Gambaran umum Daerah penelitian, sepentlli&i Geografis, Jumlah Penduduk,
dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observas
Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terlodojiek yang diteliti, guna
menambah pengetahuan peneliti dan mengetahui sejana Implementasi Perda Nomor 08
Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabopatenpar (Studi Kasus Retribusi
Usaha Perkebunan Bersubsidi di Kecamatan Kampar)

b. Interview/Wawancara
Yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung deimjarman yang menjadi
Objek Penelitian, maka memperoleh data yang seéeumgan permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi
Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yangadit@n dengan penelitian,
berupa peraturan dan kebijakan yang dikeluarkam B&merintah Daerah, yang berhubungan
dengan pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2012 geRetnibusi Jasa Usaha Perkebunan
di Kabupaten Kampar.

d. AnalisaData
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan itekmalisis data Kualitatif, teknik
ini dilakukan melalui penalaran berdasarkan logikduk menarik kesimpulan yang logis
mengenai data-data yang dianalisis. Analisis lai#litdijabarkan menggunakan metode
deskriptif, yaitu memberikan penjelasan serta mandgarkan secara rinci sesuai dengan
kenyataan yang ditemui di Lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA DI KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Retribusi Usaha Perkebunan
Bersubsidi Di Kecamatan Kampar)

Dalam membahas Implementasi, dapat diketahui bahwaéementasi merupakan
bagian dari kebijakan publik yang merupakan sadih aktifitas dari kegiatan suatu institusi.
Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kekspdengan begitu banyak faktor
yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementebijakan. Kebijakan merupakan
tindakan dalam bentuk apapun yang diambil oleh petad (pada semua level) dalam
menyikapi sesuatu permasalahan yang terjadi dalamteks atau lingkungan system
politiknya. Dipahami seperti ini, maka perilaku kakan (policy behavior) akan mencakup
pula kegagalan bertindak yang tidak disengaja, ldgrutusan yang disengaja untuk tidak
berbuat sesuatu apapun, semisal tindakan-tindakemtu yang dilakukan (baik secara sadar
atau tidak), untuk menciptakan rintangan-rintan@aonstraints) tertentu agar public atau
masyarakat tidak dapat menyikapi secara kritisaiap kebijakan pemerintah.

Dengan demikian pelaksanaan harus dilakukan bai& pagkat atas (administratif)
maupun pada tingkatan pelaksanaan (operasionaldkddeaan administratif dilakukan
dalam rangka tujuan organisasi dan kebijaksana@mngemnai sikap, kelakuan, dan cara
berfikir, sedangkan pelaksanaan operasional diku&rhadap kegiatan atau cara bekerja.



Berikut akan Penulis uraikan pelaksanaan tentamdeimentasi retribusi jasa usaha
perkebunan dalam hal ini cara pembayaran dan p@manetribusi bibit kelapa sawit
bersubsidi :

1. Komunikasi

Komunikasi berhubungan dengan bagaimana kebijakkomdnikasikan pada
organisasi dan public, ketersediaan sumber dayap slan daya tanggap pihak yang terlibat
dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaarakahij Komunikasi yang dimaksud adalah
alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perirdah arahan-arahan (informasi) dari
sumber pembuat kebijakan kepada mereka-merekadibrgkan wewenang dan tanggung
jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untugerlu memahami arah penyampaian
kebijakan dengan melakukan komunikasi yang batkingga keefektifan implementasi akan
terlaksana.

Komunikasi merupakan salah-satu variabel pentingngyamempengaruhi
implementasi kebijakan publik, komunikasi sangatnemukan keberhasilan pencapaian
tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implemesi yang efektif akan terlaksana, jika
para pembuat keputusan mengetahui mengenai apaakamgmereka kerjakan. Informasi
yang diketahui para pengambil keputusan hanyadigspat melalui komunikasi yang baik.
Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalamangkur keberhasilan variabel
komunikasi. Edward Il dalam Agustino (2006:157-15&engemukakan tiga variabel
tersebut yaitu:

a. Transmisi (Kelancaran) Pengiriman/Penyampaian Informasi Dinas Perkebunan
Kabupaten Kampar kepada Masyarakat Wajib Retribusi (Pembeli bibit sawit
ber subsidi)

Penyaluran komunikasi yang baik akan dalam Refribasa Usaha Perkebunan ini
sangat penting gunanya untuk memberikan informagjaimana cara pembayaran dan
penarikan retribusi bibit kelapa sawit bersubsieingln benar dan sesuai dengan peraturan-
peraturan yang berlaku. Banyak sekali ditemukanukesan-keputusan tersebut yang
diabaikan, atau terjadi kesalahpahaman terhadagusm yang dikeluarkan.

“Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, dipdéetr keterangan bahwa

masih kurangnya informasi yang kami terima mengentita cara pembayaran

atau prosedur retribusi bibit kelapa sawit bersublsisecara jelas, dikarenakan
kurangnya sosialisasi dari pegawai-pegawai dinasrigbunan”. (Wawancara

dengan masyarakat yang membeli bibit kelapa sawérdubsidi, tanggal 10

September 2013)

Jadi kesimpulannnya, bahwa kebanyakan masyaraldi wedribusi masih belum
mengetahui tentang prosedur pembayaran retribusgashe baik dan benar dikarenakan
kurangnya sosialisasi dari Pemerintah dalam hdbimas Perkebunan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan keterangan di atas ditarik kesimpulamwh kelancaran dan
penyampaian informasi (sosialisasi) yang diberikemupa pembagian salinan Peraturan
Daerah (Perda) kepada masyarakat wajib retribwsia smelakukan penyuluhan secara
langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah K&oantiengan mengacu pada hal ini
seharusnya sudah bisa membuat masyarakat mengetddmya Perda tersebut. Dengan
demikian maka masyarakat diharapkan bisa melaksan&leraturan Daerah Nomor 08
Tahun 2012 yang telah ditetapkan tersebut, karada plasarnya semua untuk kemudahan
kepentingan masyarakat Kampar itu sendiri.

b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-
bureaucrats)harusjelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.



Kejelasan yang dimaksud adalah tepatnya kekhusosanmgenai apa yang akan
dicapai dan menetapkan metode apa yang sesuaiaftgurdalam mencapai target dan
tujuan. Seringkali instruksi-instruksi yang ditdras kepada pelaksana-pelaksana kabur dan
tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu progmagndilaksanakan.

Jadi menurut hasil wawancara dengan masyarakafnigakan dari mereka telah
mengetahui adanya Perda Nomor 08 Tahun 2012 t&pnbatau tidak mengetahui isi dari
Perda tersebut, sehingga mereka juga lebih sererggabaikan apa yang menjadi kewajiban
mereka. Ketidakjelasan peran komunikasi terhadegyanakat yang disampaikan oleh Dinas
Perkebunan berkenaan dengan Implementasi kebijaddean mendorong terjadinya
intergretasi yang salah bahkan mungkin bertentadgagan makna pesan dan media-media
massa.

c. Konsistensi.Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikas harus
konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan
sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di
lapangan.

Komunikasi merupakan aplikasi dari Implementasireka implementasi akan
berjalan lancer apabila komunikasi antar sasaranakan berjalan dengan baik. Kelancaran
penyampaian/pengiriman informasi tergantung jugagde kelancaran, kejelasan, dan
konsistensi informasi dan arahan yang diberikan adlap setiap pelaksana. Setiap
penyampaian melakukan perintah-perintah implemerkebijakan yang konsisten akan
mendorong para pelaksana mengambil tindakan yargpséoonggar dalam menafsirkan dan
mengimplementasikan kebijakan.

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecandan untuk mengaburkan
tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atasar kepentingan sendiri dengan cara
mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemaharsandiri-sendiri. Cara untuk
mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan oenplposedur melalui pernyataan yang
jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkdihap dari multi intrepetasi,
melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekamsftaporan secara terinci.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu factor pentirsgndahplementasi kebijakan,
karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau prograndirumuskan (telah memenuhi
kejelasan perintah, konsisten dalam penyampaiantglerdan arahan informasi) tanpa ada
dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan mengalami kesulitan dalam
mengimplementasikannya. Sumber daya diposisikaagsemput dalam organisasi sebagai
suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersfainomis dan teknologis. Secara
ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya aagopbanan langsung yang dikeluarkan
oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegnnpotensial dalam transformasinya ke
dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertaliamgade kemampuan
transformasi dari organisasi.

a. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adaktaf atau pegawai (street-
level bureaucrats).

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementadbijd&ean, salah-satunya
disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup mamachencukupi, ataupun tidak
kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah stafirgalementor saja tidak cukup
menyelesaikan persoalan implementasi kebijakaapitetiperlukan sebuah kecukupan staf



dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (&tanp dan kapabel) dalam
mengimplementasikan kebijakan.

Selain dari segi kemampuan staff, jumlah staff juganjadi kendala dalam
implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2€itang Retribusi Jasa Usaha. Dengan
jumlah staff yang ada, Dinas Perkebunan tidak mamplakukan pelaksanaan Perda ini
dengan sendirinya karena Luasnya Wilayah.

b. Informasi.

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyaa dhentuk yaitu: pertama,
informasi yang berhubungan dengan cara melaksan&kdijakan. Kedua, informasi
mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhmataturan dan regulasi pemerintah
yang telah ditetapkan.

c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifatrfal agar perintah dapat
dilaksanakan secara efektif.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi hamia pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secaralkpdfietika wewenang tidak ada, maka
kekuatan para implementor di mata publik tidakgiilenasi, sehingga dapat menggagalkan
implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam kontgtsg lain, ketika wewenang formal
tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam atetfektivitas kewenangan. Di satu pihak,
efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementabijakan; tetapi di sisi lain,
efektivitas akan menyurut manakala wewenang disgigkan oleh para pelaksana demi
kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

d. Fasilitas.

Untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan memerltdsilitas yang mendukung
seperti tunjangan pegawai dan memberikan imbalanpbesarana dan prasarana guna
memperlancar Implementasi kebijakan ini. Fasilfiag& merupakan faktor penting dalam
implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempurstaf yang mencukupi, kapabel
dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pemdukisarana dan prasarana) maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi memipsih-satu faktor yang
mempunyai konsekuensi penting bagi implementasijden yang efektif’. Jika para
pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap fpatti adanya dukungan terhadap
implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinaug yeesar implementasi kebijakan akan
terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demiklzadiknya, jika para pelaksana bersikap
negatif atau menolak terhadap implementasi kehijakarena konflik kepentingan maka
implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yangs.

4. Struktur Birokras

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang pgalisering bahkan secara
keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberalaakrasi tidak hanya dalam struktur
pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-osganiswasta, institusi pendidikan dan
sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu réiokdiciptakan hanya untuk
menjalankan suatu kebijakan tertentu. ImplemerRasda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kampar (StudiugaRetribusi Usaha Perkebunan
Bersubsidi di Kecamatan Kampar) merupakan suatwygsemian terhadap rencana dan
kebijaksanaan serta ketentuan. Dari sudut waktuwpatan, laporan dapat bersifat insidentil



artinya dapat dibuat sewaktu-waktu menurut kebutwtau dapat pula dibuat secara berkala,
artinya dibuat berdasarkan waktu-waktu yang telabtapkan sepertHarian, Mingguan,
Bulanan Tahunan dan seterusnya.

Kesimpulan dan Saran
a. Kesmpulan

Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2012 TentangiliReir Jasa Usaha Di
Kabupaten Kampar (Studi Kasus Retribusi Usaha Barken Bersubsidi di Kecamatan
Kampar) belum berjalan dengan efektif ditandai @enmasih kurangnya masyarakat yang
memakai bibit kelapa sawit bersubsidi dari Pemahiat Daerah terutama di Kecamatan
Kampar. Masyarakat masih mengira bahwa tidak adkeyatungan yang diperoleh dengan
menggunakan bibit kelapa sawit bersubsidi tersedmigin itu pengurusan pembayaran dan
administrasi lainnya disara sangat berbelit-beéingy merepotkan masyarakat. Selain itu
sanksi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 teRatgpusi Jasa Usaha masih belum
berjalan dengan baik yang ditandai kurangnya patarg ataupun teguran lisan maupun
tertulis yang diberikan oleh Dinas Perkebunan Kalbem Kampar kepada Masyarakat wajib
Retribusi (pemakai bibit kelapa sawit bersubsidifgy lalai dengan kewajibannya membayar
retribusi.

Komunikasi antara pihak Pemerintah dengan pihakyamakat belum optimal, ini
dikarenakan bagian pengawasan dan penyuluhan ysat@bunan belum memberikan
penyuluhan secara langsung kepada masyarakat yamyebmabkan masyarakat belum
mengerti terhadap Peraturan Daerah Nomor 08 Taba@ Zentang Retribusi Jasa Usaha
Perkebunan Kabupaten Kampar. Sumber daya dalanmernmepltasinya masih belum bisa
dikatakan efektif, hal ini dikarenakan masih kunaysy Pegawai yang akan diterjunkan
langsung ke Lapangan untuk meninjau pelaksanaarbB&st Disposisi dalam implementasi
sudah bisa dikatakan baik, hal ini dikarenakan kepgagian Usaha Perkebunan sudah
mengerti dengan tanggung jawab tersebut dan mekabemotivasi kepada Pegawai melalui
pemberian insentif/tunjangan secara ekonomi, dahaar yang jelas tentang pelaksanaan
kegiatan. Struktur Birokrasi dalam Implementasiaudukup berjalan dengan semestinya
dikarenakan atasan telah membagi tugas dan wewgm@aadgegawai sesuai dengan Tupoksi
dan kemampuan kerjanya.

b. Saran

Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2012 TentangildRstir Jasa Usaha Di
Kabupaten Kampar (Studi Kasus Retribusi Usaha Barken Bersubsidi di Kecamatan
Kampar) akan berjalan dengan baik dan terkontkal ;i

1. Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar lebih tegagsiidgm memberikan sanksi
terhadap wajib retribusi dalam hal ini masyarakatngkai bibit kelapa sawit
bersubsidi.

2. Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pilkdcamatan dalam
melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyargengenai isi, arti dan
makna Perda dimaksud sehingga Implementasi Perdebtg dapat berjalan
secara efisien dan efektif. Apabila semuanya tékalan dengan semestinya
maka Retribusi Jasa Usaha Perkebunan di Kabupatemp#r akan berdaya guna
baik bagi masyarakat, maupun bagi Pemerintah Daerah
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